
 
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/Agung Wijaya Tandirerung 1 

DPRD KONAWE UTARA GELAR RAPAT PARIPURNA SETUJUI RAPBD 

TAHUN 2025 

 
Sumber gambar: https://sultrasatu.com/  

 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut) menggelar rapat 

paripurna dalam rangka penandatanganan persetujuan bersama terhadap Raperda 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun 

anggaran 2025. 

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konut Herman Sewani SH dihadiri 

Wakil Ketua dan anggota DPRD Konut yang berlangsung di Hotel Claro Kendari, Sabtu 

(30/11/2024). 

Turut dihadiri langsung oleh Bupati Konawe Utara Dr.Ir. H. Ruksamin, ST., M. 

Si, IPU, ASEAN Eng, Wakil Bupati Konut H Abuhaera S. Sos, M. Si, Sekertaris Daerah 

(Sekda) Konawe Utara Dr Safruddin SPd, M.Pd. Kemudian, Kepala Dinas, Kepala Badan 

serta asisten dan para staf ahli, Kepala bagian lingkup Sekretaris Daerah Konut, serta 

ormas dan insan pers. 

Dalam sambutannya, Bupati Konut H Ruksamin menyampaikan apresiasi dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan, 

bersama tim anggaran pemerintah daerah dan unsur OPD yang telah bekerja keras 

menyusun dan membahas raperda APBD tahun anggaran 2025 sehingga dapat disetujui. 

“Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa “Kepala 

Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling 

https://sultrasatu.com/
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lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun,” ungkap 

Ruksamin. 

Terkait ini, Ruksamin mengataka kebijakan APBD tahun 2025 tetap difokuskan 

pada pemenuhan target kinerja serta program kegiatan yang menjadi prioritas daerah 

dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, bertanggung 

jawab, efektif, transparan. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sultrasatu.com/dprd-konawe-utara-gelar-rapat-paripurna-setujui-rapbd-tahun-

2025/, 30 November 2024;dan 

2. https://kabarsultra.id/dprd-konut-gelar-rapat-paripurna-pembahasan-raperda-apbd-

2025/, 18 November 2024. 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan 

kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah : 

a. Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati 

kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam 

menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; 

b. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran satuan kerja 

perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 

pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda 

tentang APBD tahun berikutnya; 

c. Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan 

Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 

kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; 

d. Pasal 311 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada 

RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

: 

https://sultrasatu.com/dprd-konawe-utara-gelar-rapat-paripurna-setujui-rapbd-tahun-2025/
https://sultrasatu.com/dprd-konawe-utara-gelar-rapat-paripurna-setujui-rapbd-tahun-2025/
https://kabarsultra.id/dprd-konut-gelar-rapat-paripurna-pembahasan-raperda-apbd-2025/
https://kabarsultra.id/dprd-konut-gelar-rapat-paripurna-pembahasan-raperda-apbd-2025/
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a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Perda; 

b. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan 

melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD; 

c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah 

dan kemampuan Pendapatan Daerah; 

d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan 

Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang 

mengenai keuangan negara; 

f. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan 

rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung 

kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun 

anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah 

dan DPRD; 

g. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib 

menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan 

sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun; 

h. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang 

APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan 

Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan 

Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan 

Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh 

bupati/wali kota; 


